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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008 sebagai acuan dan landasandalam melaksanakan tugas;bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkandengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah;
Undang—Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PenjualanRumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok—pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2013x
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4842);
Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digol, Kabupaten Mappi,Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten TelukWondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 129);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang PenjualanKendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2967);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RumahNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4515);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaandan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4095);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 100);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 4503;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Repuka Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593”
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lemabaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Nomor 4855);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4330) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
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dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentangPerubahan ketujuh atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentangTuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Materiil Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentangPedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerahyang Baru Dibentuk
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentangSistem Informasi Manajemen Barang Daerah;25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentangNomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang DaerahProvinsi / Kabupaten Kota;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentangPedoman Penilaian Barang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentangStandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan
BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahdaerah dan dewan perwakilan rakyat daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Bupati Raja Ampat dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebananggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau perolehan lainnya yang sah.Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yangberwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milikdaerah.
Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut disebut PembantuPengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraanpengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan barang milik daerah.
Kuasa pengguna barang milik daerah selanjut disebut Kuasa Pengguna adalah kepala
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satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barangmilik daerah yang berada dalam penguasaannya.9. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
10.Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurusbarang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkatdaerah/unit kerja.
11.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerahselaku pengguna barang milik daerah.
12.Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang milik daerah.
13.Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milikdaerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yangsedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yangakan datang.

15.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerahdan jasa.
16.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah darigudang ke unit kerja pemakai.
17.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milikdaerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna danberhasil guna.
18. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milikdaerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
19.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalammengelola dan menata usaha kan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok danfungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakansesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuksewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serahguna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktutertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
22.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpamenerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembalikepada Pengelola.
23.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak laindalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukanpajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.24. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihaklain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudiandidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telahdisepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atausarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.25. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihaklain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dansetelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak laintersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barangdengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untukmembebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakansebagai modal pemerintah daerah.
28.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak laindengan menerima penggantian dalam bentuk uang.



29.Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikanbarang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintahpusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang—kurangnya dengan nilaiseimbang.
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepadapemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihaklain, tanpa memperoleh penggantian.
31.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milikdaerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaanyang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usahamilik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
32.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi danpelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

33.1nventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporanhasil pendataan barang milik daerah.
34.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan padadata/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentuuntuk memperoleh nilai barang milik daer .

35. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yangmemuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.36.Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yangmemuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.37.Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuanruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain— lainbarang yang memerlukan standarisasi.
38.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dankualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2
Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yangdilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pual3
(1) Barang milik Daerah meliputi :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; danb. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang—undang; atau(1. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.
Pasal 4

( 1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastianhukum, transparansi dan keterbukaan, eiisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;pengadaan
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
penggunaan
penatausahaan;
pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;
penghapusan;
pemindahtanganan;
pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
pembiayaan; dan

. tuntutan ganti rugi.B
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BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal5
(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerahberwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaanbarang milik daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat ( 1), Kepala Daerah dibantu oleh :

5510.va

Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
Kepala Bidang Aset selaku Pembantu Pengelola;
Kepala SKPD selaku Pengguna;
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna;
Penyimpan barang milik daerah; dan
Pengurus barang milik daerah.

Pasal 6
(1) Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah,mempunyai wewenang :

a.
b.

c
d.

e.

f.

(2) Se
a.
b.
c.

d.

e.
f

(3) Ke

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah danbangunan;

. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukanpersetujuan DPRD;
menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuaibatas kewenangannya; dan
menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan.

kretaris Daerah selaku Pengelola, berwenang dan bertanggun.awab :

menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milikdaerah;
mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barangmilik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; danmelakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

pala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset bertanggungawabmengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada padamasing-masing SKPD.
(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna, berwenang dan bertanggungjawab :

a.

b.

mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaanbarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yangsah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untukkepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerahselain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerahyang ada dalam penguasaannya; dan



i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) danLaporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannyakepada Pengelola.
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna, berwenang danbertanggung jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yangdipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;
c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untukkepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerahyang ada dalam penguasaannya; dan
f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKF'I') yang berada dalampenguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

(6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yangberada pada Pengguna] Kuasa Pengguna dan.
(7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam rangka pemakaianpada masing-masing Pengguna] Kuasa Pengguna.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan barangmilik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (RKA-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan dan data barang milik daerahyang ada.
(2) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahandaerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yangditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah/ Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPDtersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untukditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan RencanaKebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
(4) Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan BarangMilik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milikdaerah.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 8
( 1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip—prinsip efisien,efektif, transparan dan terbuka, bersain , adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang—undangan.

BAB V
PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 9
(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
(2) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD,kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaanya.(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelahdiperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.



(4) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugasmemeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai denganpersyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dandibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan.

Pasal 10
Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar SuratPerintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/ Kuasa Pengguna disertai denganBerita Acara Serah Terima.

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 1 1
Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukungpelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan
Pasal 12

(1) Pengguna /Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milikdaerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) /Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalamKartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F.
(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah(DBMD).

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 13
( 1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima)tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris besertarekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 14
(1) Pengguna /Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan kepada Kepala Daerahmelalui Pengelola.
(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 15
Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), digunakansebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.



BAB VIII
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 16
( 1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuanPengelola.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidakdipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidakdipergunakan untuk menun'ang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknisdengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 17
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:a. sewa;
b. pinjam Pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 18
( 1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belumdimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjangmenguntungkan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barangdaerah.
(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan olehPengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
(4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan olehPengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang.
(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa,yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangkawaktu penyewaan; dan
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 19
(1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 dapat dikenakan retribusi.
(2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 20
( 1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanahdan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraanpemerintahan daerah.
(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selaintanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuanKepala Daerah.
(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barangdaerah.
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang.
(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu peminjaman;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangkawaktu peminjaman; dan
b. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 21
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalamrangka :

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; danb. Meningkatkan penerimaan daerah

Pasal 22
(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yangsudah di serahkan oleh Pengguna kepada Pengelola;
b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masihdigunakan oleh Pengguna; dan
0. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan 0, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuanPengelola.

Pasal 23
( 1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhibiaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barangmilik daerah dimaksud;
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang denganmengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untukkegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hsil kerjasamapemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh KepalaDaerah; dan
d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasamapemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktupengoperasian.

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankanpada APBD.
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(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian,konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarangmenjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasamapemanfaatan.
(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejakperjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 24
Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala Daerah menetapkan statuspenggunaan/ pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturanperundang—undangan.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 25
(1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangkapenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada KepalaDaerah; dan
c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

Pasal 26
(1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangkapenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada KepalaDaerah; dan
(3. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 27
(1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barangmilik daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporandan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunanjumlah barang dan hilangnya barang;
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagarandan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan carapenyimpanan dan pemeliharaan; dan
d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti statuskepemilikan.
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Pasal 28
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atasnama Pemerintah Daerah.
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan buktikepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Paaa129
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 30
(1) Pembantu Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab ataspemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berpedoman pada DaftarKebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

BAB X
PENILAIAN

Pasal 31
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca PemerintahDaerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 32
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerahdilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 33
(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakanoleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independenyang bersertifikat dibidang penilaian aset.
(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untukmendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP).
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 34
Penghapusan barang milik Daerah meliputi :

a. penghapusan dari DAFTAR Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; danb. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 35
(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a,dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya,terjadi pemusnahan atau karena sebab—sebab lain.
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan KeputusanPengelola atas nama Kepala Daerah.
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan KeputusanKepala Daerah.
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Pasal 36
(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabilabarang milik daerah dimaksud :

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapatdipindahtangankan; atau
b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan.(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Penggunadengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalamBerita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB IUI
PEMINDAHTAN GANAN

Pasal 37
(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dariDaftar Inventaris Barang Milik Daerah.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan sesuai ketentuanperundang-undangan.
(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan masihmempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:

a. pelelangan umum /pelelangan terbatas; dan/ataub. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
(4) Hasil pelelangan umum /pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3), huruf a, disetorke kas Daerah.

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 38
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milikdaerah, meliputi :

a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah; dan
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 39
( 1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD,untuk :

a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah);

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, yang tidak memerlukan persetujuanDPRD, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakandalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jikastatus kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 40
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilaisampai dengan Rp.S.OO0.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelahmendapat persetujuan Kepala Daerah.
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Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 42
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan0. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;b. penjualan rumah golongan III; dan
c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 43
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yangberumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutansetelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 44
Penghapusan / Penjualan Kendaraan Dinas operasional :
(1) Penghapusan / Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :

a. kendaraan dinas operasional; dan
b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berumur 5 (lima)tahun lebih, dapat dihapus dan' daftar inventaris barang milik daerah.
(3) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masmg.
(4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan setelahdihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 45
(1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat ( 1) huruf b, yangtelah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum / atau pelelangan terbatas yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (1), sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 46
(1) Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari :a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan

c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).



Pasal 47
(1) Rumah dinas daerah golongan 1 yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagaiakibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain,dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas

golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah

golongan 1 untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 48
Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :
a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas

golongan III;
b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
0. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10

(sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengancara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegangSurat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan

Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai
dengan peraturan perundang—undangan.

!'”

Pasal 49
Penjualan rumah dinas daerah golongan lII beserta atau tidak beserta tanahnyaditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukanoleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan KepalaDaerah.

(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan IIl sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),disetor ke kas daerah.

(1 __

Pasal 50
Pelapasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/ataubangunannya dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 51
( l) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melaluipelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkandaerah.
(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum

setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan KepalaDaerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidangpenilaian aset.
(3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan pelelangan / tender.

Pasal 52
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tidak berlaku bagipelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negera ditetapkan oleh

Kepala Daerah.
Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 53

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
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BAB VIII
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 16
( 1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuanPengelola.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidakdipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidakdipergunakan untuk menun'ang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknisdengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 17
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:a. sewa;
b. pinjam Pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 18
( 1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belumdimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjangmenguntungkan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barangdaerah.
(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan olehPengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
(4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan olehPengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang.
(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa,yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangkawaktu penyewaan; dan
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 19
(1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 dapat dikenakan retribusi.
(2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 20
( 1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanahdan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraanpemerintahan daerah.
(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selaintanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuanKepala Daerah.
(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barangdaerah.
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang.
(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu peminjaman;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangkawaktu peminjaman; dan
b. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 21
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalamrangka :

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; danb. Meningkatkan penerimaan daerah

Pasal 22
(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yangsudah di serahkan oleh Pengguna kepada Pengelola;
b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masihdigunakan oleh Pengguna; dan
0. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan 0, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuanPengelola.

Pasal 23
( 1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhibiaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barangmilik daerah dimaksud;
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang denganmengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untukkegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hsil kerjasamapemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh KepalaDaerah; dan
d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasamapemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktupengoperasian.

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankanpada APBD.

10



(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian,konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarangmenjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasamapemanfaatan.
(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejakperjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 24
Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala Daerah menetapkan statuspenggunaan/ pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturanperundang—undangan.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 25
(1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangkapenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada KepalaDaerah; dan
c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

Pasal 26
(1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut :

a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangkapenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada KepalaDaerah; dan
(3. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 27
(1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barangmilik daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporandan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunanjumlah barang dan hilangnya barang;
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagarandan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan carapenyimpanan dan pemeliharaan; dan
d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti statuskepemilikan.
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Pasal 28
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atasnama Pemerintah Daerah.
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan buktikepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Paaa129
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 30
(1) Pembantu Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab ataspemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berpedoman pada DaftarKebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

BAB X
PENILAIAN

Pasal 31
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca PemerintahDaerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 32
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerahdilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 33
(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakanoleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independenyang bersertifikat dibidang penilaian aset.
(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untukmendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP).
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 34
Penghapusan barang milik Daerah meliputi :

a. penghapusan dari DAFTAR Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; danb. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 35
(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a,dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya,terjadi pemusnahan atau karena sebab—sebab lain.
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan KeputusanPengelola atas nama Kepala Daerah.
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan KeputusanKepala Daerah.

12



Pasal 36
(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabilabarang milik daerah dimaksud :

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapatdipindahtangankan; atau
b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan.(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Penggunadengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalamBerita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB IUI
PEMINDAHTAN GANAN

Pasal 37
(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dariDaftar Inventaris Barang Milik Daerah.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan sesuai ketentuanperundang-undangan.
(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan masihmempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:

a. pelelangan umum /pelelangan terbatas; dan/ataub. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
(4) Hasil pelelangan umum /pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3), huruf a, disetorke kas Daerah.

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 38
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milikdaerah, meliputi :

a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah; dan
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 39
( 1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD,untuk :

a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah);

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, yang tidak memerlukan persetujuanDPRD, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakandalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jikastatus kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 40
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilaisampai dengan Rp.S.OO0.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelahmendapat persetujuan Kepala Daerah.
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Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 42
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan0. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;b. penjualan rumah golongan III; dan
c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 43
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yangberumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutansetelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 44
Penghapusan / Penjualan Kendaraan Dinas operasional :
(1) Penghapusan / Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :

a. kendaraan dinas operasional; dan
b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berumur 5 (lima)tahun lebih, dapat dihapus dan' daftar inventaris barang milik daerah.
(3) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masmg.
(4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan setelahdihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 45
(1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat ( 1) huruf b, yangtelah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum / atau pelelangan terbatas yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (1), sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 46
(1) Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari :a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan

c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).



Pasal 47
(1) Rumah dinas daerah golongan 1 yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagaiakibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain,dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas

golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah

golongan 1 untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 48
Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :
a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas

golongan III;
b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
0. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10

(sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengancara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegangSurat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan

Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai
dengan peraturan perundang—undangan.

!'”

Pasal 49
Penjualan rumah dinas daerah golongan lII beserta atau tidak beserta tanahnyaditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukanoleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan KepalaDaerah.

(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan IIl sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),disetor ke kas daerah.

(1 __

Pasal 50
Pelapasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/ataubangunannya dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 51
( l) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melaluipelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkandaerah.
(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum

setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan KepalaDaerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidangpenilaian aset.
(3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan pelelangan / tender.

Pasal 52
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tidak berlaku bagipelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negera ditetapkan oleh

Kepala Daerah.
Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 53

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

15



(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan denganketentuan sebagai berikut :

a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna sesuaidengan kewenangannya;
c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulanpenjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan(1. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau DPRD,Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulandimaksud.

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuanKepala Daerah atau DPRD;
(4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 54
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
Antar Pemerintah Daerah;
Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;Swasta.

9-9?!”

Pasal 55
(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada KepalaDaerah melalui Pengelola;
b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota; dan
c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelolasetelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya.

Pual56
Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), hurufa, dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada KepalaDaerah disertai alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkajialasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspekteknis, ekonomis dan yuridis;
c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapatmempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yangakan dipertukarkan;
d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuanDPRD;
e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai bataskewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; danf. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkandalam berita acara serah terima barang.

Pasal 57
Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), hurufc, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan danpertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah;

16



b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanahdan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola dapatmempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola; dane. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Pasal 58

(1) Tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksuddapat dihibahkan.
(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam berita acara hib .

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 59
( l) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingansosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;danc. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 60Hibah barang milik daerah berupa :
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkatdaerah kepada Kepala Daerah;b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untukdihibahkan;
0. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 61
( 1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c yang bernilai di atasRp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerahsetelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 62
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangkapendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah ataubadan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta.(2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuanDPRD.
(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal63
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(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan oleh Pengguna.
(4) Pengguna dan Kuasa Pengguna dapat meminta aparat pengawas fungsional untukmelakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).
(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksudpada ayat (4), sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64(1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaanpenggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangkapenertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerahsesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola dapat meminta aparatpengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengelola untukditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang—undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 65
( 1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakananggaran yang dibebankan pada APBD.
(2) Pejabat/ pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yangmenghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikantunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahdan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 66
( 1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum ataspengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai denganperaturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 67
Barang-barang yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah dan digunakan untukkepentingan pemerintah daerah, pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintahdaerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
( 1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajibdilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikan.
(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakanoleh Pengguna dan/atau Pengelola.
(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankanpada APBD.
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Pasal 69
Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan danpemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yangsudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkarmya Peraturan Daerahini, tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 70
Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP /TTD

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
Pada tanggal 30 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,

CAP/TTD
ABNER KAISIEPO, S.Sos.
Pembina Utama Madya

Nip. 195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 63

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinyaa.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PRAJA

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESAU GAMAN
Penata TK. I

Nip. 19540705 198203 1 021

l9



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
A. UMUM

1. Latar Belakang
Sejalan dengan Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 ahun

Barang Daerah, perlu disempurnakan.Barang milik daerah sebagai salah satuunsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananmasyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapatmewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azassebagai berikut :

a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalahdibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh KuasaPengguna, Pengguna, Pengelola dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenangdan tanggungjawab masing-masing;
b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harusdilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerahharus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yangbenar;
d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barangmilik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yangdiperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsipemerintahan secara optimal;
e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerahharus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukungoleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasipemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunanneraca Pemerintah Daerah.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan pedoman ini ialah menyeragamkan langkah dan tindakan yangdiperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan daripada pedoman ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagipejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapatdipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertibadministrasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
a. Pengertian barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sahbaik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannyaataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukuratau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
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b. Landasan pengelolaan barang milik daerah.
Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari :1.

2.

barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha MilikDaerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.
Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannyaberada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yanganggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan UsahaMilik Daerah lainnya.
Dasar hukum pengelolaan barang milik daerah, antara lain adalah :
1. Undang—Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepadaPegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2013);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548”
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan KendaraanPerorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2967k
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3643);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503;
21



11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor20,Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);13.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara PenjualanRumah Negeri;
14.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentangPerubahan keenam atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang TuntutanPembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang PedomanPenyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang SistemInformasi Manajemen Barang Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor KodeLokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten Kota;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang PedomanPenilaian Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang StandarisasiSarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atautindakan yang meliputi:

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;pengadaan;
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
penggunaan;
penatausahaan;
pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;
penghapusan;
pemindahtanganan;
pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
pembiayaan;

m. tuntutan ganti rugi.

???“-“'F'Frqo
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B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas.
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
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Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
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